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BAB VI
ANALISISHUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PERDA KOTA TANGERANG NOMOR 8 SERI E TAHUN

2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN

A. Analiss Hukum Pidana Positif Terhadap Perda Kota Tangerang
Nomor 8 Seri E Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran

Perda adalah suatu aturan yang dibuat oleh peraleaintdaerah
yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan darej&iet®raan
masyarakat, sehingga terwujud kemandirian daerahmsanberdayakan
masyarakat seperti halnya terwujudnya kehidupag Yetnh baik, lebih
adil dalam memperoleh penghasilan/pendapatan, &hdém dari segala
gangguan dan lingkungan hidup yang lebih nyaman.

Perda juga, merupakan salah satu sarana dalam arangk
menyelengarakan otonomi daerah, sehingga setiaperpgahan di
daerah mempunyai kewenangan untuk membuat suatla Rilam
rangka menjalankan pemerintahan di daerah. Kevgamamembuat
Perda merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otoyemgi dimiliki
oleh suatu daerah, ketentuanya ini diatur dalam U985 pasal 18
yang kemudian tata cara dan ketentuanya diatun kitci di dalam UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaeratdaPpada

dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dadtpem perundang-
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undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikainkbss masing-

masing daerah. Dalam hal ini Perda yang dibuat sleltu daerah tidak

boleh bertentangan dengan kepentingan umum datpara

perundang-undangan yang lebih tinggi dan baru maggkekuatan

yang mengikat setelah diundangkan dengan dimuanddémbaran

daerah, karena Perda merupakan bagian dari perapgeundang-

undangan maka pembentukan suatu Perda harus b&edtapada asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang teighi pada

umumnya, yang terdiri dari asas:

1.

2.

3.

Memihak pada kepentingan rakyat banyak
Menjunjung tinggi hak asasi manusia
Berwawasan lingkungan dan budaya.

Kalau melihat hirarki peraturan perundang-undangamg

terdapat dalam Ketetapan Majlis Permusyawaratanyd®aRepublik

Indonesia Nomor 1ll Tahun 2000 Tentang Sumber Hukbam Tata

Urutan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 ajaim@dka jenis

hirarki dan peraturan perundang-undangan adalagaeberikut:

1.
2.

3.
4.
5

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBdhB;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
undang;

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah (Perda).

! pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentanglitukan Peraturan Perundang-

undangan.
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Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hirarkdalah
penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-gadanyang
didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundanggandgang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan PeraturamdRang-undangan
yang lebih tinggi. Sistim ini biasa dikenal dengaori piramida Hans
Kelsen & Hans Nawyaski sebagai peletak dasar ajarakum
positivisme.

Kemudian mengenai Perda Kota Tangerang Nomor 8 Beri
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, dibetakndapaya untuk
melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakamngyatertib dan
dinamis serta dalam rangka mencegah terhadap kyakdktek
pelacuran di Kota Tangerang, karena secara yukiglientuan pidana
yang mengatur masalah pelacuran dalam KUHP ataunhytidana
yang berlaku di Indonesia sekarang, dirasa oletyanakat khususnya
yang beragama Islam masih kurang sempurna, kdréalk adanya
sanksi pidana terhadap orang yang melakukan hubuagaknya suami
istri yang dilakukan oleh orang yang sama-sama sawan salah satu
atau keduanya tidak terikat perkawinan dengan orkag serta
dilakukan tanpa adanya paksaan. Hal ini dapatadildalam rumusan
pasal 284 ayat (1) KUHP mengenai delik perzinalednagai berikut:

“ Diancam dengan penjara paling lama sembilan bulan

Ke-1 a. Seorang pria telah menikah yang melakukiaa, padahal
diketahui pasal 27 BW berlaku baginya.
b. Seorang wanita yang telah menikah yang mekakuakna
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Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukambpatan itu,
padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah tetamikah.

b. Seorang wanita tidak menikah yang turut sertelakukan
perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yamgit
bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku pga

Selain itu juga, meskipun di Indonesia sudah teatiaguatu
Undang-undang yang khusus mengatur tentang petdperdagangan
orang, yakni UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penmib@san Tindak
Pidana Perdagangan Orang atau yang kita kenal nléidd rafficking,
akan tetapi, masyarakat merasa Dtafficing ini kurang efektif dalam
menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orargn&aindak pidana
ini biasanya dilakukan dengan terorganisir baik gydrersifat antar-
negara maupun dalam negri, hal ini dapat diketdtarena pada
kenyataanya di Indonesia masih marak ka3uaffiching Korban-
korban tindak pidanarafficking biasanya dipekerjakan sebagai Pekerja
Seks Komersial (PSK) atau pelacur.

Padahal, apabila melihat kehidupan masyarakat baiaryang
masih mengenal adat ketimuran, perbuatan zina atewupakan
perbuatan tabu dan kotor, juga merupakan perbuastag menentang
hukum suatu masyarakat, menentang hukum suatu rgaludan
merupakan suatu aib yang dapat mengotori masyadskatancaman
hukumanya sangatlah berat. Akan tetapi persoalaterbentur pada

masalah asas legalitas yang dikenal dalam hukuamnaigositif. Asas

legalitas yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat ()erasal dari bahasa

2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHMasal 284 ayat 1.
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latin “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Pd&ngang
berarti tiada suatu perbuatan dapat dipidana keatasd kekuatan aturan
pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukal ini akan
tidak sejalan dengan karakteristik hukum pidanagyédak tertulis
dalam hal ini hukum adat. Sehingga konsekuensirpabik aliran
legalitas formil ini diterapkan secara mutlak, m@egbuatan seseorang
yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagkikipidana maka
tidak dapat dipidana. Ini berarti hukum yang tidetulis tidak
berkekuatan hukum untuk diterapkan.

Sedangkan Dalam Islam asas tersebut terdapat ddigur’An
yakni:

¢V REErORADIRE o -OCAED o 4260
CeUECRO0O ARADIZTO FRO #BKRO

Artinya: "Dan Kami tidak akan menghukum manusia sebelum Kami
mengutus seorang rasu(QS Al-Israa’:15).

NEeRESHRE HEd=00 ¢64AKE o 6560
AaRN=>Iz=60 HROROKRIO EOO>DNwWwoa S

G0 o AV X E AL M@ Rx
AE RN SONE N B-UDH2 IO

o O0G>B <« 4260 PR J QAT JORR
RANG) 040> DN Wa @ QEINHE RE
&>MACONEHO & oo AVo=2EHr 2O e

Artinya: "Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota,
sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasulgy
membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak
pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali
penduduknya dalam Keadaan melakukan kezalim@S. Al-
Qashash:59)
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Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan seswsigdn
kesanggupannya’(QS Al-Bagarah: 286Y.

Sebenarnya asas legalitas sudah dikenal Islam sejak
diturunkanya wahyu kepada nabi Muhammad SAW padal &e 7.
jauh sebelum hukum positif mengenal asas tersédarena hukum
positif mengenal pada akhir abad 18M (kedelapaashddetika pertama
kalinya dimuat dalam hukum Prancis sebagai hasii &evolusi
Prancis.

Selama ini perbuatan zina oleh masyarakat Indordéarzggap
sebagai perbuatan tabu dan kotor, tetapi oleh kgperbuatan itu tidak
diatur dengan tegas dalam (KUHP) sebagai tindakanaid maka
penegakkanya pun akan dirasa sulit. Dalam halselbenarnya akar
permasalahannya adalah karena pengertian tentaagdaiam KUHP
berbeda dengan pengertian zina menurut Islam daunhuadat.
Perzinahan dalam KUHP hanya terjadi jika ada huanrsgksual antara
laki-laki dan perempuan yang salah satu atau ke@utelah menikah
telah menikah dan delik perzinahanya adalah detikaa absolut,
Sedangkan menurut hukum Islam dan hukum adat, nadvan terjadi
bila ada hubungan diluar pernikahan yang sah tamempersoalkan

apakah pelakunya masih diikat tali perkawinan &tiak.

% Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (idbi Ash-Shiddieqy)Al Qur'-
an dan Terjemahnyaakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab Su€uklan, 1989, him. 129
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Dengan dibentuknyd&erda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E
Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran diharapkampu
menutupi kelemahan-kelemahan yang ada didalam Kut#Rgenai
perzinahan. Beragam pendapat telah muncul akileiagkanya Perda
Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentanigrdegan
Pelacuran tersebut, dalam hal ini ada sebagiamdaha masyarakat
yang mendukung dan juga ada kalangan masyarakat ry@mentang
kemunculnya. Penerapan Perda Kota Tangerang NorSeri& Tahun
2005 tentang Pelarangan Pelacuran ini, setidakmgmabawa berbagai
persoalan dan implikasi hukum, ada beberapa parsoaalam
mengidentifikasi Perda Kota Tangerang Nomor 8 &efiahun 2005
tentang Pelarangan Pelacuran ini, antara lain:

1. Bertentangan dengan KUHP

KUHP merupakan warisan dari Pemerintah Kolonialdtin
Belanda. Namun demikian, berdasarkan pasal 1 AtBenmalihan
UUD 1945 dan UU No 1 Tahun 1946 ketentuan ini diakan
masih berlaku bagi setiap orang yang berada dinkesia. Ada dua
jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitjakatan dan
pelanggaran, kalau kita telusuri lebih jauh tindakiana yang
dinyatakan dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 BeFahun
2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini, masuk keddladak
Pidana Pelanggaran sebagaimana ditegaskan dalan9agt (2)

Perda tersebut.
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Dalam lapangan hukum pidana, mengenai tindak pidana
pelanggaran, seorang pelaku harus terlebih dahelakorkan tindak
pidana tersebut sehingga dapat dijatuhi pidanapbekurungan
ataupun denda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum rRida
(KUHP) dalam pasal 54 telah menyatakan dengan téghsva
“Percobaan pelanggaran tidak dapat dipidanaSehingga dalam
konteks ini, niat dan usaha untuk melakukan pelaraggsaja tidak
bisa menjadi unsur dari suatu delik pidana, akaapieperiu
dilakukan suatu tindakan pelanggaran yang nyatainggh

seseorang dapat memenuhi unsur delik.

Sedangkan di dalam Perda Kota Tangerang Nomori&Ser
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, dalanm ®aseat (1)
dijelaskan bahwa seseorang dapat terkena raziaa kagbab
melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) yang bunyadgdéah sebagai
berikut:

“Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencukiya
sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka
pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di kEpan-
lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asram
rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempa
hiburan, gedung atau tempat tontonan, di sudut-syalan,

atau di lorong-lorong jalan, atau di tempat-tempain di
Daerah”.’

Jika ditelaah dengan menggunakan ketentuan dalamrPKU

tentang Percobaan Pelanggaran yang dapat dipidasiea dapat

4 KUHP, Op,. Cit,pasal 54.
® Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 20@targ Pelarangan Pelacuran, pasal
4 ayat 1.
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dilihat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perda Katagerang
Nomor 8 Seri E Tahun 2005 Tentang Pelarangan Ralacuni
sudah melampaui kewenangan yang ada dalam KUHRen&ar
seluruh uraian dalam pasal 4 ayat (1) Perda ina pdarnya tidak
melakukan atau belum melakukan tindak pidana pegkag
pelacuran. Dari penjelasan ini, dapat diketahuwaaPasal 4 ayat
(1) Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2@d%ang
Pelarangan Pelacuran ini, bertentangan dengan Kigédal 54

tentang percobaan melakukan pelanggaran yang digiddéna.

Bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri EiTah
2005 tentang Pelarangan Pelacuran merupakan bdeyiaReraturan
Perundang-undangan maka pembentukan Perda hamsséean
pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undgregim
umumnya, sehingga apabila Perda tersebut bertetatengan UU
yang lebih tinggi (KUHP) dan kepentingan umum (égrggunya
kerukunan antarwarga), maka secara otomatis Peedsebut
bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karkama pasal 7
ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut menjeladkahwa
Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendatk txbdeh

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lghih



68

tinggi® Sedangkan Pengertian “bertentangan dengan kepentin
umum” dalam hal ini adalah kebijakan yang dapatakieat,
terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, nigggaya
ketentraman/ketertiban umum, serta kebijakan yarggsifat

diskriminatif.

3. Dalam implementasinya Bertentangan dengan UU No 7 Tahun
1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan munculnya P&
Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pejaran
Pelacuran, dalam implementasinya telah membawaakotimak
sedikit kaum perempuan, sehingga kaum perempuarKata
Tangerang merasa trauma atau takut untuk melakakafitas di
malam hari, terutama bagi perempuan yang bekerjgaaieburuh
pabrik di sekitar kota Tangerang yang mana sepuigng kerja
pada malam hari. Padahal saat ini cukup banyakmperan yang
bekerja di sektor industri dan jasa. Dalam peneraparda Kota
Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pejaman
Pelacuran ini, nampak dengan jelas bahwa akseadigphkeadilan
(access to justigetelah diabaikan yakni Perda ini berdampak

terhadap ekonomi kaum perempuan yang mana takgnimazia

® Lihat dalam penjelasan pasal 7 ayat (1-5) UU Norfibr Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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apabila bekerja pada malam hari dan dalam aplikashmanya kaum
perempuanlah yang terkena razia.

Oleh karena sebab Perda ini dalam prakteknya lebih
mendiskreditkan perempuan dengan kebijakan yangtaisir yang
memakan korban perempuan dan warga Tangerang yeamggéli
pelacur, maka dapat diketahui bah®erda Kota Tangerang Nomor
8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacurderitentangan
dengan UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Ksinven
Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadagnipeman.
Karena dalam UU tersebut menjelaskan bahwa semigavegara
berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintaiingga
segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harnapliskan karena

tidak sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

B. Analiss Hukum Pidana Islam Terhadap Perda Kota Tangerang
Nomor 8 Seri E Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran
Islam mengharamkan perbuatan zina dan mengancashengan
hukuman, bukan hanya karena zina sebagai suatubdsaa melainkan
juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka rgerbarbagai
perbuatan memalukan lainya, akan menghancurkarasandkeluarga,
akan menimbulkan perselisihan dan pembunuhan, mdrken nama

baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumdalyafgit baik

" 'UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan KonvensjHaensan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan.
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jasmani maupun rohani. Oleh karena itu Allah SWTanaag manusia
untuk berbuat zina bahkan mendekatinya sekalipepers yang telah di

firmankan di dalam Al-Qur’an surat Al-Isro’ ayat $ang berbunyi:

B 0E 000D X In
TEOHURNDY B  OOHER0Owa
0770 Ar®0 GCOSG+ D0 ¢ ARG

SARORNEAR

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnyaitzin
adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalamgya
buruk”. (QS. Al-Isro’ : 32)®

Zina adalah hubungan layaknya suami istri tanpanyalakad
yang mengokohkan keduanymi{saqon golizon Zina terjadi karena
beberapa faktor, baik yang berasal dari dalemeral) maupun faktor
dari luar €ksternal. Yang dimaksud faktointernal adalah faktor yang
berasal dari diri pribadi pelaku zina, pelaku zbiasanya melakukan
perzinahan karena pengalaman agama yang sangakatiarego
mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan atataran agama.

Pelakunya biasanya berbuat karena nafsu birahattaip aturan yang

mengatur dalam kehidupan. Pelaku hanya berbuah&adasar suka

sama suka tanpa mengindahkan nasehat-nasehatdarjsamping itu
pelaku hanya berpikir praktis mau enaknya saja aanmgemahami

tanggungjawab dari perbuatannya. Hal ini menuruénsy harus

secepatnya dihentikan dan dimusnahkan, jika tigakyakit ini akan

8 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (fiédbi Ash-Shiddieqy)bid, him.
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menular pada oranglain dan mereka akan selalu mepaaangan-

pasangan lain dengan rayuan-rayuan yang menggiurkan

Selanjutnya adalah fakteksternal(dari luar diri pelaku) adalah

faktor yang mempengaruhi pelaku berbuat zina kasglamya desakan-

desakan atau dorongan dari luar diri pelaku. Faldksternal ini

dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

a)

b)

Hiburan (ntertainmeny

Faktor ini terjadi karena pelaku sering menghiborilai
pada keinginan belaka, biasanya mereka sering n@mon
tayangan VCD porno yang menampilkan adegan-adegag y
panas, sehingga pikiran mereka dibelenggu olelurdds pada
akhirnya mereka penasaran ingin mencobanya.
Lingkungan/Pergaulan

Faktor lingkungan/pergaulan merupakan sesuatu yang
sangat menentukan pada pola pikir seseorang, ijiggungan
mereka baik maka akan menjadi baik, sebaliknya jika
lingkungan buruk maka akan jadi buruk.
Ekonomi

Faktor ekonomi juga ikut menjadi penyebab seseorang
berbuat zina, biasanya faktor ini lebih terlihatd@apelaku
perempuan. Karena tidak bisa mencukupi kebutuhlaariskari,
akhirnya rela menjual diri demi pemenuhan kebutuhan

Disamping itu ada juga yang rela berbuat zina dengaksud
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bisa dinikahi oleh orang yang menzinahinya yangalenhe

sudah mapan dalam segi ekonominya.

Kemudian mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaia) di
dalam hukum pidana Islam dikatagorikan sebgg@mah hududatau
had yakni suatu jenis hukuman yang mana hukuman tetrsiah
ditentukan olehnash dan merupakan hak Allah SWT, sehingga
hukumanhad tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (oranggyan
menjadi korban atau keluarga korban) atau bahkah ahasyarakat
yang diwakili oleh Negara sekalipun.

Pengertiarjarimah sebenarnya tidak berbeda dengan pengertian
tindak pidana (peristiwa pidana, delik) pada hukupositif.
Perbedaannya hanyalah terletak pada sumber acuejarats
terbentuknya, hubungannya dengan moral, dan tdjukam yang ingin
dicapai.

Sedangkan mengenai perbuatan yang dapat dinyatseagai
kejahatan adalah suatu perbuatan aktif atau pasi Wlapat merusak
(mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinkehidupan
individu, hak milik, kehormatan dan ide-ide yangedima. Hukuman
ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang alarahan diri dari
melakukan hal itu, karena dengan semata-mata melaratau
memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpaksa suatu
perintah atau larangan tidak punya konsekuensiappasehingga

dengan adanya hukuman, suatu perintah atau larangkan
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diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-hukumabedikan sebagai
status legal untuk kepentingan publik. Syari’at adal menentukan
hukuman, lebih banyak sebagai sarana untuk menclgaaikan
kolektif dan menjaganya.

Di dalam hukum Islam, perbuatan-perbuatan yang asu
jarimah kalau dilihat dari segi berat-ringannya hukumabadi menjadi
tiga, yaitu:jarimah hudud jarimah gisas-diyatdanjarimahta’zir.

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud ialah jarimah yang diancamkan hukuman
hadd yaitu hukuman yang telah ditentukan macam danajunya
dan menjadi hak Allah SWThéq lillah). Dengan demikian,
hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah laddas
tertinggi.

Macam jarimah hudud ada tujuh, yaitu zinagqgadzaf
(menuduh orang laib berbuat zina), minum minumamade
mencuri, hirobah (merampok, mengganggu keamanan)yrtad
dan pemberontakaalfbaghyu.

2. Jarimah Qisas-Diyat

Jarimah qisasdiyat ialah perbuatan-perbuatan yang
diancam hukumagisasatau hukumauiyat Qisasdandiyatialah
hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasanrgma,tidak

mempunyai batas terendah atau batas tertinggpi tetanjadi hak
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perseorangan. Artinya bahwa si korban bisa memaafkpelaku,
dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut miemgaads.

Jarimah gisasdiyat ada lima, yaitu; pembunuhan sengaja
(al-gatlu al-amdy, pembunuhan semi senga@-@atlu syibhu al-
amdy, pembunuhan karena kesalahan atau tidak serajajat(u
al-khatg, penganiayaan sengajaal-{arh al-amdy, dan
penganiayaan tidak sengag-farh al-khatg.

3. Jarimah Ta’zir

Jarimah ta’zir ialah perbuatan-perbuatan yang diancam
dengan satu atau beberapa hukumaézir. Pengertiarta’zir ialah
memberi pengajaranalfTa’'dib). Tetapi untuk hukum pidana
Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersgendahwa
“syara’ tidak menentukan macam-macamnya hukumamkurgp-
tiap jarimah ta’zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan
hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai kepgtay
seberat-beratnya”. Hakim (penegak hukum) dalamiriatliberi
kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yasgas
dengan macanjrimah ta’zir serta keadaan si pelakunya juga.
Jadi hukuman-hukumajarimah ta’zir tidak mempunyai batasan
tertentu, bisa seringan-ringannya misalnya dicamldlifgenjara,
atau bahkan sampai dihukum mati.

Kemudian suatu perbuatan yang dapat di katakargaebabuah

tindak pidana, adalah apabila tindakan tersebupeteri unsur-
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unsurnya. Unsur ini terbagi dalam bagian yaitu ung@ang sifatnya
umum dan unsur yang sifatnya khusus, unsur umurtakoemuntuk
perbuatarjarimah atau pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku
pada masing-masingrimah, dan berbeda antara sgawimah dengan
jarimah lainnya.

Islam memberi kemudahan dalam berbagai upaya yang
memungkinkan manusia tidak melakukan perbuatan gidagang Allah
SWT, seperti halnya perbuatan zina, yakni dengamemnieatahkan agar
manusia melangsungkan pernikahan. Menurut ajaratam)]s
melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan hbaRasulullah
SAW memerintahkan umatnya yang telah mempunyai nggggpan,
untuk menikah dan hidup berumah tangga. Selainjuga Islam
menghapus pergaulan bebas antara pria dengan wlatata kehidupan
masyarakat, seperti halnya menghapus segala sdaaildas dan hal-
hal lainya yang dapat menyebabkan manusia teraggtamn terjerumus
untuk melakukan tindak pidana zina.

Di Kota Tangerang terdapat suatu aturan tentangra@jan
pelacuran, aturan tersebut termuat didalam sebesatuPan Daerah,
yakni Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun52@htang
Pelarangan Pelacuran. Pemerintah Kota Tangerangtapian Perda
ini dalam upaya untuk melestarikan nilai-nilai lohwdaya masyarakat
yang tertib dan dinamis serta dalam rangka menceghhdap praktek-

praktek pelacuran di Kota Tangerang. Perda inihéisa oleh DPRD
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Kota Tangerang dan Walikota Tangerang pada tanggaNovember
2005. Perda ini berisi tentang pelarangan bagi asippn untuk
melakukan suatu pelacuran yakni hubungan seksuardbernikahan
baik dua jenis kelamin yang berbeda maupun duas jeamin yang
sama yang dilakukan oleh pria atau wanita, baiklisesendiri ataupun
bersama-sama yang dilakukan baik di tempat berupel, hrestoran,
tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun dpaetempat lain di
Kota Tangerang.

Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005angnt
Pelarangan Pelacuran ini, memang tidak disebutaetsplisit sebagai
Perda Syariah Islam, akan tetapi didalam Perdaendiapat nilai-nilai
keislaman serta ideologi keislaman yang hendakgalkiean, yaitu,
memberantas tindak pelacuran dengan asumsi-asumisiarkan.
Tentunya hal itu sebuah tujuan yang mulia, namuik&ememasuki
pasal demi pasal dalam Perda tersebut, maka dajpamuttan
kelemahan pokoknya. Hal ini dapat kita lihat mdlagdasal yang ada
dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahurb 266tang
Pelarangan Pelacuran ini, yakni pasal 4 ayat (i) yaenyatakan:

“Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencukiya,
sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/meyeleur,
dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangarpéngan, di
rumah  penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah
penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat @by

gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atadotbng-
lorong atau tempat-tempat lain di Daeraf.”

° Lihat Perda pasal 4 ayat 1.
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Dari bunyi pasal 4 diatas, cukup jelas bahwa katentpada
pasal 4 tersebut, didasarkan pada prasangka damidesm. Sehingga
dalam Implementasinya razia yang dilakukan oleligeet Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Tangerang dalam melakukan peapagkdan
penahanan terhadap seorang pelacur hanya berdasarggapan atau
persangkaan saja, tanpa adanya suatu bukti awglouup. akibatnya
dilapangan sering terjadi kasus salah tangkap dafhperempuan baik-
baik karena disangka sebagai pelacur. Dalam hahiemang sesuatu
yang positif apabila yang tertangkap razia memasgabbenar seorang
pelacur, akan tetapi apabila yang tertangkap bakaskorang pelacur
akan tetapi perempuan baik-baik, maka hal ini mekap sesuatu
tindakan yang tidak benar karena melanggar harlet ohartabat
manusia dan sangat merugikan bagi perempuan yangadneéorban
salah tangkap itu sendiri. Padahal didalam hukumlana Islam,
menuduh orang lain sebagai pelacur atau pezinaatamgnghadirkan
suatu alat bukti yang valid yakni empat orang sgasig melihat secara
detail bahwa si tertuduh telah berbuat zina, makzesuduh diancam
dengan hukuman dera (jilid) sebanyak 80 kali danatad kesaksian si
penuduh selama seumur hidup, dalam Islam perbuatanuduh
tersebut dikenal dengangdaf) dasar dari hukuman ini adalah firman

Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 4, yakn

*)ARL IO 0O Ox SN OA Lo S @0
Shve =12 0 EOOROD+EOMBa S
0. OAD ¢ HIBTI R B 0D =340



78

SHDLOCORNAG Koo to SALRNOO&LS *
e @0 COea xRy v 0.C OO0
CORQOO&E* J2€00- B ODHIEND s
Aea@ox0natONLe0d § Scr0e=0l

40> 0400R Ay Wa S REDQ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yargkb
baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkanpae
orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu)
delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima
kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereiah It
orang-orang yang fasik’(QS. An-Nur: 4)°

Cara pandang hukum Islam ini, menunjukkan bahwauahgm
orang lain sebagai pelacur atau pezina tanpa digasaukti yang kuat
tidak dibenarkan dan dianggap sangat berbahayandalasyarakat,
karena dalam Islam, kehormatan merupakan suatuyhal harus
dilindungi. Oleh karena itu, penangkapan yang dikakn SatPol PP

Kota Tangerang terhadap perempuan yang dicurigaagse pelacur

hanya karena berada di pinggir jalan pada malamnienupakan suatu

bentuk kesewenang-wenangan yang dapat berakibatk bbagi
masyarakat khususnya bagi kaum perempuan.

Perlu diketahui, bahwa di dalam hukum Islam, urngeinbuktian
dengan saksi terhadgg@rimah zina itu sangat sulit, karena si penuduh
minimal harus menghadirkan empat orang saksi y#endl jujur yang

melihat secara langsung dan jelas pada saat kaejabiata itu dilakukan,

Selain itu juga sejak awal penyiaran agama Islam adlam seluruh

19 yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (filbi Ash-Shiddieqy)Qp,.Cit,
him. 543.



79

kehidupan Nabi SAW tidak ada satu pun pelaksahaioman karena
kasus perzinahan dengan bukti empat orang saksi.

Pada masa Nabi SAW hukuman dijatuhkan kepada pa&up
tindak perzinaan bukan didasarkan atas prasangka kdaurigaan,
melainkan karena pengakuan dari pelaku zina, pemgakersebut
dilakukan agar terhindar dari hukuman di akhirdakeDalam hal ini,
pelaku zina dengan kesadaran hatinya menghadap 8ia¥/ agar
dirajam sampai mati karena telah berbuat dosa, akan tet@lgiupun
orang tersebut telah mengakui kesalahannya kaedah tnelakukan
perzinaan, Nabi SAW tidak serta-merta langsung nogigvorang yang
mengaku telah berbuat zina tersebut sebagai peaaa, tetapi Nabi
SAW malah memalingkan wajahnya, tidak ingin menderjgengakuan
itu), namun orang tersebut dengan sungguh-sunggenguangi
pengakuanya dan memohon untuk dihukum sebagai kekilusanya
kepada Allah SWT, namun Nabi SAW memalingkan wayahkembali,
pengakuan yang serupa itu diulang sampai tiga kaili, ketika orang
tersebut mengucapkanya yang keempat kali, Nabi $#84ih mencoba
bertanya kepada orang tersebut, apakah pada sdatabeina dalam
keadaan tidak sadar?. Nabi SAW dalam hal ini, tetedmberikan
kesempatan yang lama bagi orang yang mengaku bdegisebut untuk

membatalkan pengakuanya, tapi karena orang tersetus memaksa,
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sehingga pada akhirnya permintaan hukumegam dilakukan kepada
orang yang mengaku berzina tersefut.

Melalui kisah Nabi SAW diatas dapat diketahui, bahlslam
menganut asas praduga tidak bersalah. Dalam pasddsigm, semua
orang pada dasarnya adalah suci (tidak berdosgyiada suatu dalil
yang membuktikan sebaliknya. Dalam Islam memandafat suatu
asas persangkaan, akan tetapi menyangka, mengiran@nduga bahwa
manusia itu baik, tidak menganggap manusia itu kurmalam
terminologi hukum Islam prasangka atau praduga bikdisebut
husnuzzarsedangkan prasangka buruk dikeealizzandasar hukum

dari asas diatas dapat diketahui dari firman ABSWT, yakni:

Ox O AA Lo S s O&»@O5% 043
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakaarid
prasangka (kecurigaan), sesungguhnya sebagian prisa
itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan @asan
jangl?nlah menggunjingkan satu sama Q5. Al-Hujurat:
12).

* Abdurrahman | DoiTindak Pidana Dalam Syari'at Islamdakarta: Rineka Cipta, 1992,
him. 47.
12 yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quegm, Cit him. 847.



81



